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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan
perkara cerai gugat antara :
Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun bantalaka, Desa
Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu,
sebagai Penggugat;
Lawan :
Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Jin. Rusa/Jin. PAM, Dusun Kampung
Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No.
73/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 08 Juli 2020, bermaksud mangajukan gugatan
cerai dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1990 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan di Pasar Tua, Kecamatan Palu Barat,
Kabupaten/Kota Palu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan
akta nikah Nomor : 0376/070/I\V/2017, tertanggal 23 Maret 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira,
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Kabupaten Pasangkaytu, selama kurang lebih 20 tahun dan belum dikaruniai
anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak Desember 1991, sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena:
4.1. Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan cari kerja;
4.2. Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak pisah rumah dengan
Penggugat;
5. Bahwa sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,
yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah
tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir
maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi
sebagai seorang istri;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian,
Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Agama Pasangkayu;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cqg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang
berlaku;
Subsider:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, dan menurut relaas
panggilan No. 73/Pdt.G/2020/PA.Pky. tanggal 09 Juli 2020 yang dibacakan
dipersidangan Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyampaikan bahwa benar
Tergugat telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa
bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal
49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasangkayu untuk
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan No. 73/Pdt.G/2020/PA.Pky., tanggal
09 Juli 2020 dan keterangan Penggugat di muka sidang, Tergugat telah meninggal
dunia pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan
“gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya
putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia sebelum
gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama
Pasangkayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan Jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat harus
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin,
S.Ag. sebagai ketua majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HIl., MH. dan Nasrudin
Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua
majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para hakim anggota serta Ismail, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. Zainul Arifin, S.Ag
Nasrudin Romli, S.Hl., MH. Panitera Pengganti,
Ismail, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
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3. Biaya Panggilan Rp. 295.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
5. Meterai Rp.  6.000.-
Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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